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B. Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 
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Lingkungan Hidup 

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan perubahan atas 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

Peraturan Kapolri No 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian 

Perkara Pidana di Lingkungan POLRI. 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat 

Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor 
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